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Abstrak
 

Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua)

dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu

adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan

dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai

pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah

daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk

penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian

bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan

kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian

adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah

daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan

pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi

menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub

urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah,

belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP

untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang

dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah.

......The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for

more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the

central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this

authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts

related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is

influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the

regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government

authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of

research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being

descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at

stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements

regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of
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energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations

regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in

the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate

does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the

implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-

affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance

with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out

supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or

delegated to regional governments.


